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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

d

BUPATI PADANG LAWAS,

bahwa berdasarkan Pasal 12 avat (1] Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
dar Angegaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana
telah diubah terakhir kali dengan Pernturan Pemermtah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan hkedua Alas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan  dan
Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota
menetapkan nnoian Dana Desa untuk setiap Desa,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a di aras, perlu menetapkan Peraturan Bupat
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana
Desa Setiap Desa dl Kabupaten Padang Lawas Tahun
Anggaran 2020,

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Provins: Sumatera Utama;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa
Nomor 4286);

Undang-Undang MNomor ] Tahun 2004 1eniang
Perbendaharaan Negara  |[Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355],

Undang-Undang  Nomos 15 Tahun 2004 tentang
Pemenksaan, Pengelolaan dan Tanggung .Jawab Keuangan
Negara |Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomaor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor “40);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional [Lembaran Negara
Republik lhdonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421},
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Undang-Undang Nemor 38 Tahun 2007  tentang
Pembentukan  Kabupaten Padang Lawas di  Provins
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4754);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor B2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo
3234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang UDesa
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaman Negara Republik Indonesia Nomar
5495];

Undang-Undang Nomor 23 ahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3384,
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administras:
Femerintahan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
9014 Nomor 292|, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601,

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2003 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara  Republik
indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578,

il‘l

. Peraturan Pemernntah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Hepublik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123); sebagaimana telah dubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717
Peraturan Mentenn Dalam Negen Nomor 66 Tahun 2007
tentang Perencanaan Pembangunan keuangan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penvusunan Laporan
Pertanggung Jawaban Bendahara Serta Penvampaiannya:




15 Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 59 Tahun 2008
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
heuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nemor 310);

16 Peraturan Mentern Dalam Negen Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Benta Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209 1);

17 Pernturan Menterl Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa [Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2004],

18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

19 Peraturan Menternn Dalam Negen Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negra
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor G11];

20 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Terunggal,
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Priontas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020,

21 Peraturan Mentern Keuangan Nomor 205/PME.O07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomar 1700],

22 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 095
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Padang Lawas sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor
i1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;

23 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 17
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belang
Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2020,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan - PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA HKABUPATEN
PADANG LAWAS TAHUN ANGGARAN 2020,

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perasturan Bupati ini vang dimaksud dengan

1.

Desa adalah desa dan desa adat atau vang disebut dengan nama lan, selanjuinya
disebul Desa, adalah kesatuan masvarakat hukum vang mermliks batas wilavah
vang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemenntahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Desa adalah dana vang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belana
Megara yang diperuntukkan bagi Desa vang ditransier melalul  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membyal
penvelenggaraan pemermtahan,  pelaksanaan pembangunan,  pembinaan
kemasvarnkatan, dan pemberdavaan masyarakal




{1

(2]

(2}

(3

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu
perangkat Desa sebagal unsur penvelenggara Pemerintahan Desa

Jumlah Desa adalah jumlah Desa vang ditetapkan oleh Menten Dalam Negen
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yvang selanjumya disingkat APBDes,
adalah rencana keuangan tahunan Pemenntahan Desa.

BAB I1
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2020
dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan

a. Alokasi Dasar;

b Alokasi Alfirmasi,

¢ Alokasl Kinerja; dan

i Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurul a, dilntung
berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten/kota dibagi jumlah desa scbagaimana
telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

Pasal 4

Alokasi afirmasi setinp Desa sebaguimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangar Tertinggal vang memulika jumlah
penduduk miskin nngg.

Hesaran nlokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada avat (1} dihitung
berdasarkan ketentuan dalam Persturan Menten Keuangan mengenal Tata Cara
Pengalokasian Dana Desa,

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 hurul e, dibagi kepada
desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan
Dana Desa, capaian keluaran (output] Dana Desa, dan capaian hasil (outcome]
pembangunan desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5
dilakulcan dengan menggunakan bobot sebagai berikut

a. Pengelolaan keuangan desa dengan babot 20%;

b, Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 200

¢, Capaian keluaran (outpul) Dana Desa dengan bobot 25%, dan

d. Capalan hasil (ouwfeome) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada pasal 6 hurul a dimla dan
perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja
bidang pembangunan dan pemberdavaan terhadap bidang APBDes.

Penpeloaan dana desa sebagaiman pada pasal 6 huruf b dinilal dan persentase
kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan schaga) prioritas dana desa
terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara
swakelola

Capaian keluaran (output) Dana Desa sebagaimana pada pasal 6 hurul c dinilai dari
persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa
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(1]

(2]

(1)

[2]

(3]

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau vang disebut dengan nama lamm dibantu
perangkat Desa sebagai unsur penvelenggara Pemerintahan Desa.

Jumilah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menten Dalam Neger
Anggaran Pendapatan dan Belarga Desa, vang selanjutnya disingkar APBDes,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa

BAB 11
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2020
dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan

a Alokasi Dasar,

bh. Alokasi Afirmasi;

c. Alokas:1 Kinena; dan

d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurul a. dihitung
berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagl jumlah desa sebagaimana
telah  ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

Pasal 4

Alokasi afirmasi setap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurof b
diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal vang memuliki jumlah
penduduk miskin tinggi.

Hesaran alnkasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada avat (1] dihitung
berdasarkan ketentuan dalam Pernturan Menteri Keusngan mengenai Tata Cara
Pengalokasian Dana Desa,

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf ¢, dibagl kepada
desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan
Dana Desa, capaian keluaran (output] Dana Desa, dan capaian hasil [outcome|
pembangunan desa,

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagmimana dimaksud pada Pasal 5
dilakukan dengan menggunakan bobor sebagar berikur

a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 200

b, Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 2006,

¢ Capaian keluaran |outputf] Dana Desa dengan babot 25%, dan

d. Capaian hasil (outcome)l pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa sebagammana pada pasal 6 huruf a dimilad dan
perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja
bidang pembangunan dan pemberdavaan terhadap bidang APBDes.

Pengeloaan dana desa sebagaiman pada pasal 6 huruf b dinilm dan persentase
kesesuman bidang pembangunan dan pemberdavaan sebaga) pnontas dana desa
terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara
swakelola

Capaian keluaran (output) Dana Desa sehagaimana pada pasal 6 hurufl ¢ dinilai dan
persertase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa




[4]

il

(5]

B

Capaian hasil (outéome} pembangunan desa sebagaimana pada pasal & huruf d
dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan
perbaikan jumlah penduduk miskin

Pasal B

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d.  dilitung
berdasarkan data jumlah penduduk. angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks
kesulitan geografis vang bersumber darn kementerian vang berwenang dan/atau
lembaga yang menvelenggarakan urusan pemenntahan di bidang statistik

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8
dilakukan dengan menggunakan formula sebaga berikut

AF Desa = [[0,10 * £1) = (0,50 * 22) « (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF kab/Kota

keterangan

AF Desa = Alokasi Formula setap Desa

Z1 = Rasio jumiah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk
Desa kabupaten /kota .

&2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total
penduduk miskin Desa kabupaten/kota ...

Z3 = Rasio luas wilavah setiap Desa terhadap total luas wilavah Desa
kahupaten /kota ..

Z4 = Rasio IK( setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten/kota

AF Kab/Kota = Alokas Formula Kab/RKota .

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di kabupaten FPadang Lawas
Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran | vang merupakan
bagian vang tidak terpisahkan dart Peraturan Bupati Padang Lawas ini

BAR III
PENYALURAN DANA DESA
Pasal 11

Penyaluran Dana Desa dilakukan melalul pemindahbukuan dan dan Rekening kas
Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa
dilakukan paling lambat 7 (tuuh) ham kerja setelah Dana Desa ditenma d
Rekeming Kas Umum Daerah setelah persvaratan penvaluran telah dipenuhi
Penvaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap | dilaksanakan setelah
bupati/walikota menernima peraturan Desa mengenal APBDes dari hepala Desa
Penyaluran Dana Desa dari REKUD ke RKD tahap [l dilaksanakan setelah
bupati /walikota menerima laporan realisasi penvernpan dan capaan outpul [Dana
Desa tahun angeara sebelumnya dan Kepala Desa

Penvaluran Dana Desa dari REUD ke RKD tahap 1l dilaksanakan setelah
bupati/walikota menerma laporan realisas) penyverapan dan capalan oufput Dana
Desa sampat dengan tahap 11 dan Kepala Desa, serta laporan konvergenss
pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnyva.

Dalam hal penvaluran Dana Desa tahap | dan tahap Il secara bersamaan,
pernvaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat [1)
dilaksanakan setelah bupan/walikota menenma dokumen persvaratan penvaluran
dan Kepala Desa, dengan ketentuan sebagar berikut

a. tahap | dan tahap || berupa peraturan Desa mengenal APRDes; dan

bv. tahap ||l berupa:




il

|8)

(9]

(14

(1)

[2)

(3

(1)

(1]

| laporan realisasi penyerapan dan capaian outpul Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya,
2 laporan realisasi penverapan dan capaian outpul Dana Desa sampar dengan
tahap I1:
3  laporan konvergensi pencegahan  stunfing tngkat desa tahun anpgearan
sebelumnya
Laporan realisasl penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap
I sebagaimana dimaksud pada ayat (6], menunjukkan rata-rata realisasi
penverapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh ma persen) dan rata-rata
capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen)
Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayar (5) dan ayvat {6 dihitung
berdasarkan rata-rata persentase capman oulput dan seluruh kegiatan,
Penvusunan laporan realisasi penverapan dan capaan outpuf sebagaimana
dimitksud pada ayat (5) dan avat (6] dilakukan sesuai dengan tabel referens: data
hidang, kegiatan, sifat keglatan, uraian owtput, volume output, cara pengadaan, dan
CAPEIAN ot
Dalam hal tabel referensi data sebagmimana dimaksud pada avat (9] belum
memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel
referensi  data dengan mengacu pada peraturan  yang  diterbitkan  aleh
kementenan/lembaga terkait

BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 12

Dana Desa diprionitaskan untuk membiayal pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat (sesuai dengan priontas yang ditetapkan Menten Desa, Pemmbangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigras: ),

Dana Desa dapat digunakan untuk membiaval kegiatan vang tidak termasuk dalam
prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada avat (1) setelah
mendapat persetujuan Bupati/Wallkota.

Persetujuan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada avar (1) dibenkan pada
saat evaluast Rancangan Peraturan Desa mengenal APBDes

Pasal 13

Pelaksanaan kegiatan vang dibiayal dard Dana Desa berpedoman pada pedoman
teknis vang ditetapkan oleh Bupati/Walikota mengenai kegiatan vang dibiavm dan
Dana Desa.

Pelaksanaan kegiatan vang dibayal dan Dana Desa diutamakan dilakukan secara
swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan
dengan lebih banvak menyerap tenaga kerja dar masyarakat Desa setempat

Pasal 14

(11 kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
12} Pemenntah dacrah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa
13} Pendampingan sebagnimana dimaksud pada ayvat (2 dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Helanja Daerah.

BABV
SANKSI
Pasal 15

(1) Bupati Padang Lawas menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal .

a Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(3], avat (4| atau avat [5];




a. Terdapat Sish Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya lebih dan 30%
(tiga puluh persen); dan/atau
b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah,

(2] Penundaan penvaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf b
dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap Il tahun anggaran berjalan
sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

(3] Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dar
jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa
tahap Il tidak dilakukan.

{(4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan
sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30%
(tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa vang ditunda sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(5] Bupati/walikota melaporkan Dana Desa vang tidak disalurkan sebagaimana
dimaksud pada avat (3] dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa.

(6] Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat
disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

(7] Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl ¢ disampaikan oleh
aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjad
penvimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

(8] Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7] disampaikan kepada
bupati/walikota dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penvaluran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 16

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal -

a. dokumen persvaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(1) huruf a telah diterima;

b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dan atau sama
dengan 30%:; dan

c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dar aparat pengawas
fungsional daecrah,

(2) Dalam hal penundaan penvaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam avat
(1) huruf a dan huruf ¢ berlangsung sampai dengan berakhimya tahun anggaran,
Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di
RKUD.

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana
Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2] paling
lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan
kembali dalam rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya.

(5] Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud
pada avat (2] dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua
bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati/walikota menyampaikan permintaan
penyaluran sisa Dana Desa tahap Il vang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD
kepada Kepala KPPN selaku KPA Penvaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling
lambat minggu ketiga bulan Jum tahun anggaran berjalan.

(7) Dalam hal bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran  kembali
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.




Pasal 17

(1] Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah
dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih rerdapat siza Dana Desa di RKD lebih dan
30% (nga puluh persen),

(2] Pemotongan penvaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat i1
dilakukan pada penvaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya

(3} Bupati melaporkan pemotongan penvaluran Dana lesa sebagaimana  dimaksud
pada avat (1] kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desn

BAB VI
KETENTUAN PENUTUF
Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Padang Lawas

Intetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 08 Jawgart 2020

BUPATI PADANG LAWAS,

ALI SUTAN HARAHAP

Dhundangkan di Sibuhuan
pada tangzal Uﬁ_‘ e 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN €030 NOMOR G4
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KABUPATEN PADANG LAWAS

PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
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